
 

WALI KOTA SABANG 
PROVINSI ACEH 

PERATURAN WALI KOTA SABANG 

NOMOR 5 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA SABANG NOMOR 46 

TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

WALIKOTA SABANG, 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri 

Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan 
Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus 
Desease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah 

Daerah, perlu dilakukan refocusing kegiatan dan realokasi 
anggaran pergeseran; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu melakukan Perubahan Kedua atas 
Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 46 Tahun 2019 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Kota Sabang Tahun Anggaran 2020; 

Mengingat  : 1.   Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah 

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi 
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2758); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik IndonesiaNomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

 

 
5. Undang- ... 

WALIKOTA SABANG 

PROVINSI ACEH 

SALINAN  



 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4633); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 

2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5155); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Instruksi Presiden Nomor  Refocusing Kegiatan, Realokasi 

Anggaran Pergeseran serta Pengadaan Barang dan Jasa 

dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus 

Desease 2019 (COVID-19); 

 

 

 

 

13. Peraturan … 



 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 20 Tahun 2020  

tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 

2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 

tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, 

Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun 

Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan Corona 

Virus Desease 2019 (COVID-19); 

17. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 3); 

18. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2019 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun 

Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 

2019 Nomor 4); 
 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN WALI KOTA SABANG NOMOR 46 TAHUN 

2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2020. 

 
Pasal I 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi: 

 

 Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun 

Anggaran 2020 semula berjumlah Rp790.603.739.343,01 
bertambah sejumlah Rp5.238.114.055,00 sehingga menjadi 

Rp662.876.602.184,42 dengan rincian sebagai berikut:  

1. Pendapatan      
a. Semula Rp735.067.954.263,24 

b. Berkurang Rp0,00 
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan 

Rp735.067.954.263,24 
 
 2. Belanja … 



 

2. Belanja 
a. Semula Rp790.603.739.343,01 

b. Bertambah Rp5.238.114.055,00 
Jumlah Belanja setelah Perubahan   
Rp795.841.853.398,01 

 Surplus/(Defisit) setelah Perubahan 
(Rp60.773.899.134,77) 

3. Pembiayaan 
 a. Penerimaan 

                                    1) Semula    Rp55.535.785.079,77 

 2) Bertambah                     Rp5.238.114.055,00 
Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan 

Rp60.773.899.134,77 
 b. Pengeluaran 

1) Semula    Rp0,00 

      2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00 
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan  Rp0,00 
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan 

Rp40.944.986.022,85 
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan 

Rp0,00 

2. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga Lampiran I 
seluruhnya berbunyi sebagaimana Lampiran I Peraturan 

Wali Kota ini. 

3. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga Lampiran II 
seluruhnya berbunyi sebagaimana Lampiran II Peraturan 

Wali Kota ini. 
 

Pasal II 

Peraturan Wali Kota Sabang ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang. 
 

Ditetapkan di Sabang 

pada tanggal 8 April 2020 
 

WALI KOTA SABANG, 

    ttd 

      NAZARUDDIN 

Diundangkan di Sabang 

pada tanggal  8 April 2020 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG, 

     
 ttd 
 

 
ZAKARIA 

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2020 NOMOR 5 


